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PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

 

SALINAN 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

NOMOR 12 TAHUN  2009 
 

TENTANG 
 

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

TAHUN ANGGARAN 2008 
 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI BANGKA TENGAH, 

 
Menimbang   : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD), Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan 
Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah (APBD) Kepada DPRD berupa laporan keuangan 
yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir; 

 
b. bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud 

pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun Anggaran 2008; 

 
 
Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

 
 

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4048); 
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3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), 

 
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang  Penyelenggaraan Negara  

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,  Kolusi dan Nepotisme (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 3851); 

 
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi 

Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4033); 

 
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten 

Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan 
Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4268); 

 
7. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

 
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan    
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 

 
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan 

dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasiona (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

 
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 
tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

 
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan 

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan    Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan 

Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4090); 

 
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138); 

 
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139) ; 

 
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler 

dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler da.n Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540); 

 
18. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara  Republik Indonesia Nomor 4502); 

 
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar  Akuntansi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) 

 
20. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574); 

 
21. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

 
22. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 
138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576); 

 
23. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

 
24. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
25. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan 

dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4585); 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4614); 

 
27. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2008 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 
Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2008 
Nomor 39); 

 
28. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 20 Tahun 2008 tentang 

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah 
Tahun 2008 Nomor 51); 

 
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Tengah Nomor 1 Tahun 2009 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 
Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tengah Tahun 2003 
Nomor 93); 

 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH 

dan 

BUPATI BANGKA TENGAH 

 

 

MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN 

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2008. 

 
 
 

Pasal 1 
 
Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan yang  
memuat : 
a. Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Neraca; 
c. Laporan arus kas; dan 
d. Catatan atas Laporan Keuangan. 

 
 

Pasal 2 
 

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun 
anggaran 2008 sebagai berikut : 
a. Pendapatan Daerah         Rp.   356.703.270.556,36 

 
b. Belanja Daerah        Rp.   328.065.743.992,00 (-) 

 
Surplus              Rp.     28.637.526.564,36 
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c. Pembiayaan Daerah 

1.  Penerimaan  Rp. 135.535.516.196,37 
2. Pengeluaran  Rp.     7.948.450.000,00   

(-) 
 

Pembiayaan Netto   Rp.   128.587.066.195,37 
                          (+) 

 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan    Rp.   157.224.592.759,73 

 
 

 
Pasal 3 

 
Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
sebagai berikut : 
 
(1) Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah                                

Rp. 54.015.621.556,36 dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Anggaran Pendapatan Setelah Perubahan         Rp.   302.687.649.000,00 
b. Realisasi Rp.   356.703.270.556,36 
 

Selisih lebih  Rp.      54.015.621.556,36 
 

 
(2) Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 46.022.749.008,00 

dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Anggaran Belanja Setelah Perubahan                 Rp.   374.088.493.000,00 
b. Realisasi                                                               Rp.   328.065.743.992,00 
 
                      Selisih kurang                                       Rp.     46.022.749.008,00 

 
(3) Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah                             

Rp. 100.038.370.564,36 dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Surplus/Defisit Setelah Perubahan                       Rp  (71.400.844.000,00) 
b. Realisasi Surplus                                                  Rp.   28.637.526.564,36 

 
                      Selisih lebih                                            Rp.  100.038.370.564,36 
 

 
(4) Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah                             

Rp. 198.890.215,63 dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Anggaran Penerimaan Pembiayaan setelah  
Perubahan                                                             Rp     136.734.406.411,00 

b. Realisasi                                                           Rp.    136.535.516.195,37 
 
                     Selisih kurang                                          Rp.          198.890.215,63 
 

(5) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah                             
Rp. 1.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut : 

 
a. Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah  

Perubahan  Rp      7.950.000.000,00 
b. Realisasi Rp.     7.948.450.000,00 
 
                     Selisih Kurang Rp.            1.550.000,00 
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(6) Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah                         

Rp. 197.340.215,63 dengan rincian sebagai berikut : 
 

a. Anggaran Pembiayaan Neto Setelah  
Perubahan                                                             Rp   128.784.406.411,00 

b. Realisasi                                                                Rp.  128.587.066.195,37 
 
                     Selisih lebih                                             Rp.         197.340.215,63 

 
 

 
Pasal 4 

 
Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b, per 31 Desember 2008 
sebagai berikut : 
a. Jumlah aset  Rp.   734.470.963.719,97 
b. Jumlah Kewajiban    Rp.       5.371.355.604,07 
c. Jumlah Ekuitas  Rp.   729.099.608.115,90 

 
 

Pasal 5 
 

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c, untuk tahun 
yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2008 sebagai berikut : 
a. Saldo Kas awal 1 Januari 2008                                  Rp.  135.044.794.536,37 
b. Arus Kas dari Aktivitas Operasi                                  Rp.  199.573.313.652,36 
c. Arus Kas dari Aktivitas Investasi                                 Rp.(170.935.787.088,00) 
d. Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan                           Rp.    (6.504.042.395,00) 
e. Arus Kas dari Aktivitas Non Anggaran                        Rp.           (4.731.625.00) 

f. Kas di Bendahara Pengeluaran                                  Rp.           46.314.054,00 

 

 Saldo Kas Akhir 31 Desember 2008                                 Rp.   157.229.324.384,73 

 
 

Pasal 6 
 

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d, 
tahun anggaran 2008 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif 
atas pos-pos laporan keuangan. 

 
 

Pasal 7 
 

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum pada lampiran Peraturan 
Daerah ini, yang terdiri dari : 
a. Lampiran I Laporan Realisasi Anggaran; 
b. Lampiran II Neraca; 
c. Lampiran III Laporan Arus Kas;  
d. Lampiran IV Catatan atas Laporan Keuangan; dan 
e. Lampiran V     Laporan Keuangan BUMD Bangka Tengah Prima. 
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Pasal 8 

 
Bupati Bangka Tengah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran 
Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagai rincian lebih lanjut dari pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. 

 
 

Pasal 9 
 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka 
Tengah 

 
 
 Disahkan di Koba 

 pada tanggal 8 September 2009 
 
        BUPATI BANGKA TENGAH, 
 

       
           Cap/dto 

 
                                           ABU HANIFAH 

Diundangkan di Koba 
pada tanggal 8 September  2009 
 
EKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANGKA TENGAH, 
 
       Cap/dto 
 
ABDUL HADI ADJIN 
 
LEMBARAN  DAERAH  KABUPATEN  BANGKA  TENGAH TAHUN  2009 NOMOR 109 
 
 

 

 

 

 


